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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETPAN
Nomor 0062/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMA.4NIRRAHIIM DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah

yang diajukan olah:

Callao bin Tenra, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal 

di Jalan HOS Cokroaminoto, RT.02,RW.02, Lingkungan Lasotanae, 

Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang barat ; , sebagai " 

Pemohon I",

Dg Majenne binti Beddu Karing, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan 

tidak  ada,  Pekerjaan tani,  Alamat  di     Jalan  HOS   Cokroaminoto,

R
T 00 T?W/ f)0    T inrtlninfran  T ocnttinQp    TCf*]nrc*ViCtr\  MQr>QnQnn    TTp^QTrmtan >X   .Ui-.iV     TT    *VS^*,     LJlllglVUllgUIl      ijMJVJIUtlLlV.     IVVIUlUllUll     II1UVU1IU11C.,     1WVU111UUUI

Tanete Riattang barat Kabupaten Bone sebagai Pemohon II;----------------

Pengadilan Agama tersebut; ...,-»-,^«.„„-—=,_.»,.„......„„„„,==„„_„„„.„=„„.„,„

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--------------------------------------
Tp] ah       mflnnatiaor       Va+aratiaati iJ<=»-mrvl-\r\-ri        nan       mamariVco         rMiV+i-KuL -̂ri         Hi
i wiuii       iiiviiuviiiui        nviwiuiicuix i vinviiuii       uwn       inviiiviiivou       uuivu=uuau       u-x

persidangan;-------------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei

2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor

0062/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--------------------------

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut

Agama Islam di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone pada tanggal 24 Juni 1962

dihadapan Imam setempat.

2, Bahwa yang menjadi wall dalam pernikahan tersebut adalah Nasab ( ayah kandung

pemohon II bernama Beddu Karing, dinikahkan oleh imam setempat bernama Andi

P
onc^nriPno    "P^vr+ci    A^onanftl'Qci H(=*r»rrat-»    macVaunn of»r\«=»t qV    co^Tiraln    torl̂ -raî     Hi

UliJWllUVllg       X    V^VLCA       lTlUllUilglVUJl. UVllgUll       111UJ1VU mil JVUW Lttl\        JtA.  VVC4.1X        IV1  1VIU1\        Vil

Tajong, Desa Tajong, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone . disaksikan oleh
X    UIVIVVUVl        U-UJ-1        ^dLTV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati, Pemohon II bersatus 

perawan    ;

4 Bahwa, Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak 

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan 

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku;

5 Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 

tujuh orang orang anak;

6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;, tetapi pihak Taspen 

tidak dapat menerimanya sebagai bukti dalam kelengkapan pengurusan Anggota 

Veteran RI.

7 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone , guna dijadikan sebagai alas 

hukum untuk untuk kelengkapan pengurusan anggota veteran Republik Indonesia;;

8 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilaksanakan di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; pada tanggal 24 Juni 1962 adalah 

sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk

mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Palakka,

Kabupaten Bone, untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau 

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,   Pemohon I dan

Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan 

Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita

acara perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------

VI1I111L/U11C. ISU.1J    H   H.        W11LU1V III WI Ul/Vl   l\UUl       UU111 UV1 tllVllV/llWIlll j   U| 1      V11IVJ11V/I1 lVlW.il

mengajukan bukti-bukti surat berupa :------------------------------------------------------------

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Callao) Nomor: 730822.

311226 0001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tangga! 17 Juni 2010, berrnaterai

cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.l);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Dg. Majenne) Nomor:

730822. 711250 0011 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone tangga! 17 Juni 2010,

berrnaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7308221606100003 dari Kepala Dinas

Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Bone tangga! 07 April 2011, berrnaterai cukup dan telah sesuai dengan

aslinya (bukti P.3);

^A. 1    VJ VvJa*_\_/L*i A    VVUVU11 ^jLIaAaL A^WLVAAl-VAkJAAAA A .̂AAIVAA lVVliWWHUl A    VI LUlALuiUll A   IWlAlUi.

SKEP/22.a/08/38/A-VII/I/2010 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama

r^^llr*   tanrrrrcil 00 QpntprnKpr  901 O   V\£»t*m tit^rm  mikiir* r\zir\ t^lciti c^ciiqi rl^mrmn qcIitia^q
V.M11V,      tttllfcfctlJ     j^\ J     UVL/lVllll/Vl     ^UIV/,     UVlUlUtVlvll     VUIVUU     UU11     1.V11H1    UWkJU-MX     VIVilwU.Il    UU1111   •   W

(bukti P.4);

e. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan PJ Nomor:

Skep/1483/X/2003, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar

KehorrnatanI atas nama Callo, tangga! 13 Oktober 2003, berrnaterai cukup dan 

telah

sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

f. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 8 8/111/1962 tertanggal 30

Juni 1962, berrnaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);----------......

Menimbang, bahvva selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------

1.   Pattola bin Hamma, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Taccipi, Desa Pallawarukka Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone; ----------------

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar dan Termohon saksi kenal karena isteri 

Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Ruliwq Ppmnlmn Hqn T<=»rmriVirm qHpI^Vi r»qc£mrrc*n  cnqmi-Klpn* vano m(=»niVciV> ttmrrrrql

24Junil962
Rcjl-nxrci r\(=»t*niVc»l-»Qn npmnliATi t(=»rc<=»Kiit HildnrrciinrrlrQn eppara Telcim r|p»nrrQn Himl^QViVcin
J^rCHlvrCl     L/V11111VU.X1M11     l/VlllVUVll      VWA LjVt-'Vtt.     V>llU,IlclkJVMxdlVM.ll     UWWMXC4-    XUJ.UJ.XX     UVilt,UH     VUllllVUllTvUll

oleh Imam setempat bernama A.Pasendeng Petta Manangkasi dengan wali nikah 

ayah kandung Pemohon II bernama Beddu Karim dan saksi-saksinya adalah Abbas 

dan Ambo Sakka, dengan mahar sepetak sawah yang terletak di Tajong Desa Tajong 

Kecamatan Tellu SiattingE.

Bahwa pada saat pemohon menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus 

gadis, yang sampai sekarang tidak pernah ada yang mengganggu keabsahan 

pernikahan mereka.

Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap 

beragama Islam.

Bahwra pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya 

tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana sedang 

pemohon sangat rnernerlukan Surat Nikah sebagai alas hak untuk kelengkapan 

administersi pengurusan Anggota Veteran Republik Indonesia. 2.   Jabi bin Mattalinga, 

umur 65 tahun, agarna Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Taccipi, Desa Pallawarukka, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.;---------------

^IpVci   t£»rci=»Vvnt   mpmKpnVQn   V<=»t£»rQri rrQti   HiViqixjqVi   cnmntilinvci   \7c1nrr   r\ctAa   r»r\lrnt'n\ra
UIU\LJ1        IVl  JVl/UL       111V111L/V1UVU11       i^>^L^ I  * îJ_tjll*iA       UlJuttUU       U Willl/WIMI  T  M >   Wilt.        piAVlU        1,'1,'liUlVil    •   U

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan kenal Pemohon II karena bersepupu . Bahwa 

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada

tanrrnal 0A  Tiim'   1 Q£9

Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , dinikahkan oleh Imam 

setempat bernama Andi. Pasendeng Petta Manangkasi ,dan wali nikahnya adalah 

ayah kandung Pemohon II bernama Beddu Karim sedangkan saksinya bernama 

Pakkeder dan Sape dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa 

Tajong Kecamatan Tellu SiattingE.

Bahwa ketika pemohon menikah, Pemohon berstatus duda rnati dan pemohon II 

adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

VAJlJJVC4.iJLU.ll   X   VlllV/llv/11.

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap 

beragama Islam.

Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, karena pada waktu itu 

"encatatan belum efektif karena belum ada Undan^-Undan^ Perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idBahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pemikahan 

mereka untuk alas Hukum melengkapi berkasnya dalampengurusan anggota Vetran

T?<=»-miV»1ilr TnHrtn^ciQ_______________________________________________________________________________________
.i.X.'WLV UL/111V      Jll.VJ-VVJilV.lJlL*. — —— — — —— — — —— — — — — — — «•— — — — — —— — —— — — •. — « — — — — — — _ — — — 
» — — ». — — — — «

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon

membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; ~

Menimbang,    bahwa   Pemohon   I   dan   Pemohon   II   telah   mengajukan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan

hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu 

apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

-LViCjlAAliiiytUX^, t-ZtAJ-Ji VVIX UAJ1LU.JYV Hivili|/Vl  >3111gl\UL VAJL tAl t*l l 1    VliVLUptUl i-l-li WUlVWL'lUll

Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap 

termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; ——.———=,.-„„..„,„„-.,.....„„.»,.,..

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat

Nikah atas pemikahannya dengan isterinya yang bemama Dg Majenne binti Beddu

Karing yang dilaksanakan pada tahun 24 Juni 1962;--------------------------------------------

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk 

kelengkapan berkasnya untuk menjadi anggota Veteran Republik Indonesia sedangkan 

Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pemikahnnya tersebut; ==========

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama

Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk rnerneriksa dan

menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -.-,—.-,.—„-,„-.„.„.,.„„«=..,....,.,-----------.—

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya

t
orcpnn+   tAlan   tYiAnftQinV^ti   ol ot_ol of   r\nLj-fi   t^ffii 1i c   canoaoimotiQ   "friafc <»rvn+   <~i i    otic   c^rto   nuq WJWUUl    LV/1CU..1    1IIV.I  1 £i,Ctj ^IXLAII    UlUl    UlUl    UUlMi     IV11U1JO    OVt/UgUllllUilU    VW10Wl_/C*i    v*l    U.HAO    J\.l t*A   UUU

orang saksi yakni Pattola bin Hamma umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petard

bertempat tinggal di Taccipi Desa Pallawarukka Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone

dan Jabi bin Mattaling umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani. bertempat tinggal

di Taccipi, Desa Pallawarukka, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang uurJaig-

masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----------------------------------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.l dan P2 terbukti bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan 

Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ; ===s=ss

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 dan P6 dan keterangan saksi-saksi,

t^fKiiti   P^rr\/̂ lir\n   T  Aar\   T)c*mr\Vif\r\   TT   Qrlalah   oiiami   tot^ri   \rctr\cr  m^>«iVciV»   a£*r*c\ra   Tclam   r\ar1a
ivil/uli   x    viiiviiun    x    vtwii    x   viuuiiwii   xx    uuuiun     juunii    utvii     Vt*iit   iiiwuuvuii    ovvuiu   iijiuiu    L/t*viti

tanggal 24 Juni 1962 di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.--------------------------------

A/fi^nirriV^nO      nanvx^a    nArHocarVan    lrf*f tymnet ctr%    caVouoaVci      vatirr    catn    camq    Iqiri
LVXVXlXllXlJClllti,}        l _/t*XJ_Vv CX       U VI UUJUl 1VU11      IVWLVlUllgUll       wJt4.lV.Jl     JU1VJ1,        J CllJLfi        JUIU       lJCXXILCI       1UIH

saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang

P

r\\ rr\\ rY\\7n   o^l-\o rroi   narilni i-*___________________________________________________________ ===—---,_-—_--__------------._--_,---_-_--

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang    menikah pada tanggal 

24 Juni 1962 di kecamatan Palakka secara Islam.................................-—--.........------ -—

• Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan 

rukun nikah.

• Bahwa Pemohon pernah mendapat surat Nikah namun surat nikah tersebut tebit 

sebelum adanya Undang-Undang perkawinan.

• Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tujuh

nrQnn qt^qV

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan

pada tahun 24 Juni 1962, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;----------------

A^pnitnKdnrr    KqIiavq   lV/fqi(=»1io   TTaVim   mprnQtirlana  r\<=»rln   m*=»r»fT/=»mnVaVciti   rlr\Vtrin
iTivniiiiuuiitj     L'uuwu    xfjiajviio    i luiviiii    nitniunuuiit,    l/viiu   niviigviiiUAUivuii    uvivnui

ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

d

iQmnil   Qiin  OAnarrQi r\f±nAar\af lV^an=*lio \/ann K^ri-MiriTri *______________________________ „_,____ ,___,_ ,_ r.__ ^________„™„1U111U11    Ullll    JVL/UgUl    L/VliUUpUl    itlUJVllJ     J Ullg    L/Vlt/Ulljl,

Artinya:    "Diterima   pengakuan   nikah   seorang   perempuan   yang   aqil-

isvtiiiiri.
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Artinya: "Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan haras menerangkan

shahnya nikah dan syarat- syaratnya.. "-----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5,

6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat

dikabulkan;--------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena p erkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara

riih^Kdnlrcm V^t^orlci T)(=*rr\r\V\r\r\'________________________________________________________________________________________
uiuvl/uiii\uii nvi/uuu A viiivuvlij

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

nUKTTtn   >^^r^' VJItlO  nP^ î^Tl  Af*ntyc\-r\ t- \^t*Voro  iriT_____________________ „_________________________________________________

MENETAPKAN
1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Callao bin Tanra dengan Pemohon II Dg 

Majenne binti Beddu karing yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1962 di wilayah 

Kantor Urusan AgamaKecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)------------------------------

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Jamadil Akhir 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai 

Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim 

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan 

Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan 

Pemohon II.

tTal/'iTYi   AnanAta T T^^+iici A/fan=*1ic
i ACAAVAAAA   rilitgVLU    I? IVWVUtl   XVXtAJV^AAd

ttd ttd
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Dra. Hj. Nurhayati B Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,
Panitera Penggnti. 

ttd
ttd 

Drs. Umar D
Haris S.HI.

ay;
Perk
R

AAAVAtlAA   
JJlUyU J.   VA_IV<

u

1
2 3 4

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya ATK Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
Biava Meterai
Jumlah Rp. 191.000,-

T T-n"hiL>" cQlmoti Tronrr como   rvn-mrifi
VJIIIUR    OC4A.AAXCIAA   J tAAXg,   OU111U   l̂  WAA j AAA

Panitera Pengadilan Agama 
Watan

AMIRUDDIN,SH.
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